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PERUBAHAN ANGGARAN PEN DAPATA

KEPALA DESA KARANGANYAR
KECAMATAN PATIKRAJA KABUPATEN BANYUMAS

PERATURAN DESA KARANGANYAR
NOMOR 07 TAHUN 2025

TENTANG

N DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGANYAR

_bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai

dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan
pendapatan, belanja dan pembiyaan perlu dilakukan perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun

Anggaran 2024;

. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950

Nomor 42);

.Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6914);

.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);

. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
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Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones;j
4504L

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

a Nomor

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 213,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan
Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 21);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023
Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan
Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 172);

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111
Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah menjadi
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2024 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun
2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang

Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Repubik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 89);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 611);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang

Penvuaunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Pedoman .
Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 799);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
\blik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Transmigrasi Rept
k Indonesia Tahun 2019

Musyawarah Desa (Berita Negara Republi

Nomor 1203).
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Republik indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah T ertinggal dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2021 tentang
tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan
Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa
Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Rincian Prioritas Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 868);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2024 tentang
Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun
2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1000);
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130
Tahun 2023 tentang Tata cara Penundaan Dan/Atau Pemotongan
Dana Alokasi Umum Dan/Atau Dana Bagi Hasil Terhadap Daerah
Yang Tidak memenuhi Alokasi Dana Desa (Bertia Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 949);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145
Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146
Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa,
Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Angaaran 2024
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);

28.Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang
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Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan
embada Pangan;

Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2006

tentang Sumber Pendapatan Desa sebagaimana telah diubah
menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber

Pendapatan Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2008

tentang Pedoman pembentukan dan Mekanisme Penyusunan
Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun

2008 Nomor 3 Seri D);
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 01 Tahun 2016
Tata Kerja Pemerintah Desa

tentang Struktur Organisasi dan
sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten

Banyumas Nomor 04 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 01 Tahun 2016
tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 81 Tahun 2014 tentang
Pengalokasian dan Tata Cara Bagi Hasil Pajak Daerah dan
Restribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah
Kabupaten Banyumas tahun 2014 Nomor 81);

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 86 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas
tahun 2016 Nomor 86);

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2018 tentang
Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal-usul dan
Kewenangan Lokal berskala desa diKabupaten Banyumas (Berita
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 57);

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2018 Nomor 57);

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan
Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa Di Kabupten
Banyumas sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang
ienghasllan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan
B‘;‘:}?:ﬁ;i‘?n Kepala Desa dan Perangkat Desa Di Kabupten
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2014 tentang
Pengalt?kaalan dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir ialah
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Panduan
Dalam Mendukung Swas
Peraturan  Lembaga



Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73
Tahun 2014 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian
i Dana Desa;

39. g:i];?::.gf Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak l?aerah dan Retribusi
Daerah kepada Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah
menjadi Peraturan Bupati Banyumas N?mor 28 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Norfwr 19
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemanfaatan [?ana Bagi Hasil
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa;

40. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata
Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 8);

41. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 .Tahun 2923 tentang
Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pem&1haraar‘1 dan
Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah
Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024;

42, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 66 Tahun 2023 tentang
Standar Harga Satuan Desa di Kabupaten Banyumas Tahun
Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023
Nomor 66);

43. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 01 Tahun 2024 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2024;

44, Peraturan Desa Karanganyar Nomor 01 Tahun 2016 tentang
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Karanganyar
Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas;

45, Peraturan Desa Karanganyar Nomor 08 Tahun 2019 tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa ;

46. Peraturan Desa Karanganyar Nomor 09 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDesa )
Tahun 2020-2025;

47. Peraturan Desa Karanganyar Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Pendirian Badan Usaha Milik Desa “HARAPAN SENTOSA” Desa
Karanganyar Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas;

48. Peraturan Desa Karanganyar Nomor 09 Tahun 2024 tentang
RKPDesa Karanganyar Tahun 2025;

Peraturan Desa Karanganyar Nomor 10 Tahun 2024 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

50.Peraturan Desa Karanganyar Nomor 04 Tahun 2025 tentang

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah D
esa ((RKPD
Anggaran 2025, (( esa) Tahun

51.Peraturan Desa Karanganyar no
mor 5 Tahun 2025 t
Penyertaan Modal Badan Sr s

Usaha Milik D
untuk Toko Desa; esa Harapan Sentosa

52.Peraturan Desa Karanganyar nomor 6 Tahun 2025 tentanga

Penyertaar_l Modal Badan Usaha Milik Desa Harapan Sentosa
untuk Kegiatan Usaha Ketahanan Pangan.

49,



Menetapkan

Dengan Kesepakatan Bersama
I’F,RMUSY/\WARATAN NESA KARANGANYAR

dan
KEPALA DESA KARANGANYAR

BADAN

MEMUTUSKAN :

TENTANG PERUBAHAN  ANGGARAN
1A DESA KARANGANYAR KECAMATAN
NYUMAS TAHUN ANGGARAN 2025

PERATURAN  DESA
PENDAPATAN DAN BELAN.
PATIKRAJA KABUPATEN BA

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
dengan rincian sebagai berikut
1. Pendapatan Desa
a. Semula Rp. 1.773.733.308,-
b. Bertambah Rp. 102.342.428,-
Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 1.876.075.736,-
2. Belanja Desa
a. Semula Rp. 1.839.601.040,-
b. Bertambah Rp. (54.217.572.-)
Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. 1.785.383.468,-
Surplus/ Defisit Rp. 90.692.268,-

3. Pembiayaan Desa
3.1 Penerimaan Pembiayaan

1. Semula Rp. 95.867.732,-

1. Berkurang Rp. 0.-
A. Jumlah Setelah Perubahan Rp. 95.867.732,-
3.2. Pengeluaran Pembiayaan

I. Semula Rp. 30.000.000,-

II. Bertambah/Berkurang Rp. 156.560.000-
B. Jumlah Setelah Perubahan Rp. 186.560.000,-
Selisih Pembiayaan (A-B) Rp. (90.692.268,-)
Sisa Lebih/(Kurang)

Perhitungan Anggaran Rp. 0,-

Pasal 2
Uraian lebih 'lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa ‘sebagaunana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Ilsampfrgn yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan
esa ini:

- Pasal 3

Pepfab Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang
njabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.




Pasal 4
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa

Karanganyar.

Ditetapkan di : Karanganyar
pada tanggal : 17 Oktober 2025

Fra,A DESA KARANGANYAR

Diundangkan di : Karanganyar
pada tanggal - 17 Oktober 2025

SEKRETARIS DESA KARANGANYAR,

At

WAHYU KUNCORO
LEMBARAN DESA KARANGANYAR TAHUN 2025 NOMOR 7



